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ABSTRAK

Bati Soengkowo, SE, M.Si, A.kt, Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk
mengetahui adanya pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Populasi
penelitian ini adalah 26 (dua puluh enam) Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi
Sumatera utara dengan jumlah sampel 17 (tujuh belas) dari tahun 2004 sampai dengan
tahun 2007. Variabel dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebagai variabel independen dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel
dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, sebelum
dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan dan parsial Belanja Modal dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan
Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Pertumbuhan
Ekonomi. Dengan demikian bagi pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan penelitian ini
dapat bermanfaat dalam menyusun kebijakan dan strategi yang efektif dan efisien untuk
kegiatan terhadap stimulus Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Sumatera Utara.

Kata Kunci: Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi.

I. PENDAHULUAN (Scumpeter, 1961 dalam Budiono 1992:48)
1.1.  Latar Belakang menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi
Pada  umumnya  pembangunan menurutnya adalah suatu sumber kenaikan
nasional di negara-negara berkembang output.
difokuskan pada pembangunan ekonomi Salah  satu  komponen  yang
dalam rangka upaya pertumbuhan ekonomi. mempengaruhi  kenaikan output tersebut
Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan adalah pengeluaran pemerintah. (Syafrizal,
peningkatan produksi barang dan jasa, yang 1997:27-38 dalam Adi 2006) menyatakan
antara lain diukur dengan besaran Produk bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan
Domestik  Bruto (PDB) pada tingkat ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu
nasional dan Produk Domestik Regional dilakukan adalah mengusahakan semaksimal
Bruto (PDRB) untuk daerah, baik Tingkat | mungkin potensi yang dimiliki oleh propinsi
maupun Tingkat Il. Pertumbuhan ekonomi (daerah) yang bersangkutan, mengingat
dikaitkan  sebagai ~ peningkatan — output potensi masing-masing daerah bervariasi
masyarakat yang disebabkan oleh semakin maka sebaiknya masing-masing daerah

banyaknya  jumlah  faktor  produksi.



harus menentukan kegiatan sektor dominan
(unggulan).

Dalam rangka mendorong
terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah
yang kondusif salah satu komponen yang
diandalkan dan merupakan variabel yang
signifikan ~ adalah Belanja Modal.
Keberadaan Anggaran Belanja Modal yang
bersumber dari bantuan pusat dan
Pendapatan Asli Daerah, apabila
dibandingkan dengan investasi swasta
nilainya relatif kecil meskipun demikian
dana tersebut mempunyai peranan strategis,
karena sasaran penggunaannya untuk
membiayai pembangunan di bidang sarana
dan prasarana Yyang dapat menunjang
kelancaran usaha swasta dan pemenuhan
pelayanan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi seyogyanya
dapat memperlihatkan trend yang meningkat
dari tahun ke tahun. Melihat pertumbuhan
ekonomi sebagaimana tergambar dalam
PDRB Propinsi Sumatera Utara periode
2005-2007 mengalami perkembangan yang
berfluktuasi dan cenderung mengalami
kenaikan dari tahun ketahun tahun 2005
sebesar 5,48%, tahun 2006 sebesar 6,20%
dan tahun 2007 sebesar 6,90% dan cederung
mngalami  kenaikan. Angka rata-rata
pertumbuhan 6,19% selama periode 2005-
2007 merupakan angka pertumbuhan
ekonomi yang menggembirakan. Angka
6,19 termasuk rendah apabila dibandingkan
dengan angka pertumbuhan ekonomi di
wilayah lain utamanya di wilayah Jawa.
Sumatera Utara merupakan propinsi yang
PDRB terbesar ketujuh yaitu 181,82 trilyun
atau 516 % dari 33 propinsi di
Indonesia.(BPS, 2008).

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat
Statistik) Belanja modal di Propinsi
Sumatera Utara dari tahun 2004 — 2005
cenderung meningkat, tahun 2004 sebesar
321,68 milyar, tahun 2005 sebesar 3,46,21
milyar, dan tahun 2006 sebesar 754,80
miliyar. Peningkatan ini dibarengi dengan
pertumbuhan ekonomi yang semakin naik.
Penggunaan variabel Belanja Modal yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
dengan alasan Belanja Modal yang
dilakukan oleh pemerintah daerah digunakan
untuk pembangunan meliputi pembangunan
sektor pendidikan, kesehatan, transportasi,
sehingga masyarakat juga menikmati
manfaat dari  pembangunan  daerah.
Tersedianya  infrastruktur ~ yang  baik
diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan
efektivitas di berbagai sektor, produktivitas
masyarakat diharapkan semakin tinggi dan
pada gilirannya akan terjadi peningkatan
pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Dengan diberlakukannya system
desentralisasi fiskal Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Propinsi Sumatera Utara dari tahun
2004-2006 cenderung meningkat tahun 2004
sebesar 1.143,1 miliyar, tahun 2005 sebesar
1.361,8 miliyar, dan tahun 2006 sebesar
1502,6 milyar (BPS Sumut), kenaikan ini
menunjukkan pemkab/pemko di Sumatera
utara mampu menggali potensi yang ada
didaerahnya masing-masing walaupun masih
ada dibeberapa pemkab/pemko yang belum
mampu menaikan PADnya.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) akan merangsang pemerintah daerah
untuk lebih meningkatkan mutu
pelayanannya kepada publik sehingga
tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan



meningkat seiring dengan meningkatnya
pendapatan per Kapita.

Berdasarkan uraian yang melatar
belakangi penelitian ini, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut :
“Apakah Belanja Modal dan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara
simultan dan parsial terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah di
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara ?

Il. Tinjauan Pustaka

Optimalisasi  penerimaan  PAD
hendaknya didukung dengan upaya pemda
meningkatkan kualitas layanan publik.
Ekploitasi PAD yang berlebihan justru akan
semakin membebani masyarakat, menjadi
disinsentif bagi daerah dan mengancam
perekonomian secara makro (Mardiasmo,
2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru
(terkait dengan retribusi dan pajak) selama
tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak
adanya relasi positif antara berbagai
pungutan baru itu dengan kesungguhan
pemda dalam meningkatkan mutu layanan
publik (Lewis, 2003). Wurzel (1999)
menegaskan meskipun mempunyai
kewenangan untuk menarik pajak dan
retribusi (charge), kewenangan ini perlu
dipertimbangkan untung-ruginya (cost and
benefit), misal dalam penentuan tarif
layanan publik. Keengganan masyarakat
untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa
jadi disebabkan kualitas layanan publik yang
memprihatinkan. Akibatnya produk yang
seharusnya bisa dijual justru direspon
negatif (Mardiasmo, 2002).

Salah satu tujuan utama
desentralisasi fiskal adalah menciptakan
kemandirian daerah. Dalam perspektif ini,
pemerintah daerah (pemda) diharapkan
mampu menggali sumber-sumber keuangan
lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli
Daerah (Sidik, 2002). Ketergantungan pada
transfer dari permerintah pusat dari tahun ke

tahun harus semakin dibatasi. Oates (1995)
memberikan alasan yang cukup rasional
mengapa pemda  harus  mengurangi
ketergantungan ini.

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi
sumber utama pendapatan lokal. Sumber
pendapatan lain relatif fluktuatif dan
cenderung diluar kontrol (kewenangan)
pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas
2003). Data menunjukkan bahwa kontribusi
PAD meningkat dari 6,59 % pada tahun
2001 menjadi 7,33 % pada tahun 2002
(Badan Pusat Statistik, 2004), dengan
sumber utama penerimaan dari pajak daerah
dan retribusi. Namun demikian, kontribusi
PAD ini masih sangat kecil bila
dibandingkan dengan transfer pusat (DAU
dan DAK) yang mencapai 79,14 %.

Belanja Modal merupakan belanja
daerah yang dilakukan oleh pemerintah
daerah diantaranya pembangunan dan
perbaikan sektor pendidikan, kesehatan,
transportasi, sehingga masyarakat juga
menikmati manfaat dari pembangunan
daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik
diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan
efektifitas di berbagai sektor, produktifitas
masyarakat diharapkan menjadi semakin
tinggi dan pada gilirannya terjadi
peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun
2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu
daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi
atau bantuan dari pusat, dan nyatanya
kontribusi  PAD  terhadap  kebutuhan
pembiayaan sangat kecil, maka dapat
dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah
itu masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi
PAD kebutuhan pembiayaan sebagaimana
yang tertuang dalam APBD merupakan
bukti kekurang mampuan daerah dalam
mengelolah sumber daya perekonomiannya
terutama sumber-sumber pendapatan daerah.
Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004
pasal 1, “Pendapatan Asli Daerah adalah
penerimaan yang diperoleh daerah dari



sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku”. Pendapatan Asli
Daerah merupakan sumber penerimaan
daerah yang asli digali di daerah yang
digunakan untuk modal dasar pemerintah
daerah dalam membiayai pembangunan dan
usaha-usaha daerah untuk memperkecil
ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pengertian pertumbuhan ekonomi
seringkali dibedakan dengan pembangunan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
bersangkut-paut dengan proses peningkatan
produksi barang dan jasa dalam kegiatan
ekonomi masyarakat, sementara
pembangunan mengandung arti yang lebih
luas. Proses pembangunan  mencakup
perubahan pada komposisi  produksi,
perubahan pada pola penggunaan (alokasi)
sumber daya produksi diantara sektor-sektor
kegiatan ekonomi, perubahan pada pola
distribusi kekayaan dan pendapatan diantara
berbagai golongan  pelaku  ekonomi,
perubahan pada kerangka kelembagaan
dalam  kehidupan  masyarakat secara
menyeluruh. (Djojohadikusumo,1994).

Infrastruktur dan sarana prasarana
yang ada di daerah akan berdampak pada
pertumbuh ekonomi daerah. Jika sarana dan
prasarana memadai maka masyarakat dapat
melakukan aktivitas sehari-harinya secara
aman dan nyaman yang akan berpengaruh
pada tingkat produktivitasnya yang semakin
meningkat dan dengan adanya infrastruktur
yang memadai akan menarik investor untuk
membuka usaha di daerah tersebut. Dengan
bertambahnya belanja modal maka akan
berdampak pada periode yang akan datang
yaitu produktivitas masyarakat meningkat
dan bertambahnya investor akan
meningkatkan pendapatan asli  daerah.
(Abimanyu, 2005)

Pembangunan sarana dan prasarana
oleh pemerintah daerah berpengaruh positif
pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro,

2004). Peningkatan pelayanan sektor publik
secara berkelanjutan akan meningkatkan
sarana dan prasarana publik, investasi
pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas
pendidikan,  kesehatan, dan  sarana
penunjang lainnya. Syarat fundamental
untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat
pengadaan modal pembangunan yang
seimbang dengan peningkatan PDB/PDBR.
Pembentukan ~ modal  tersebut  harus
didefinisikan secara luas sehingga mencakup
semua pengeluaran yang sifatnya menaikan
produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu,
2002).

Tujuan utama dari desentralisasi
fiskal adalah terciptanya kemandirian
daerah. Pemerintah daerah diharapkan
mampu mengali sumber-sumber keuangan
lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli
Daerah (Sidik, 2002). Daerah yang memiliki
tingkat pertumbuhan PAD yang positif
mempunyai kemungkinan untuk memiliki
tingkat pendapatan per Kapita yang lebih
baik. PAD berpengaruh positif dengan
petumbuhan ekonomi di daerah (Brata,
2004).

Dari pemaparan ini dapat

dikembangkan hipotesis penelitian sebagai
berikut :
“Belanja Modal dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) berpengaruh secara
simultan dan parsial terhadap
pertumbuhan  ekonomi  daerah  di
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

I11. Metode Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah
sebanyak 17 (tujuh belas) pemerintah daerah
Kabupaten/Kota,  dari  populasi 26
Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
Metode pengambilan sampel dilakukan
dengan purposive sampling.

Prosedur pengambilan data
menggunakan data pooling, realisasi

penerimaan PAD dan pertumbuhan



ekonomi selama 3 Tahun dari 17

Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.

Penulis menganalisis data dengan
metode analisis regresi berganda, dengan
metode Ordinary Least Square (OLS).

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Statistik Deskriptif
Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

Std.
Maximu Deviatio
N [Minimum m Mean n
Belj_Mo 64.293| 45.9127
dal X1 51 14.08| 215.67 7 8
PAD_X2 51 276l 312.86 31.14? 65.478(75
PDRB_Y] 51 2.63 7.78| 5.1929| 1.07747
Valid N
(listwise) 51

Sumber : Lampiran 2 (data diolah SPSS).

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat
dilihat bahwa dari jumlah N sampel
sebanyak 51, dimana rata-rata jumlah
Belanja Modal Kabupaten Kota di Sumut
sebanyak 64.2937 Milyar Rupiah dengan
jumlah Belanja Modal terendah 14.08
Milyar Rupiah dan tertinggi sebanyak
215.67 Milyar Rupiah dengan standar
deviasi 45.91 dari rata - rata. Rata-rata
jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kota di Sumut sebanyak 31.1457
Milyar Rupiah dengan jumlah Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terendah sebesar 2.76
Milyar Rupiah dan tertinggi sebanyak
312.86 Milyar Rupiah dengan standar
deviasi 65.47867 dari rata - rata. Pendapatan
Asli  Daerah (PAD) menggambarkan
kemampuan Pemda/Pemko menggali potensi
yang Yyang ada untuk meningkatkan
pendapatan daerahnya dalam merealisasikan
PAD vyang direncanakan guna untuk
membiayali daerah pemerintahannya,
berdasarkan potensi riil daerah.  Secara
keseluruhan PAD Propinsi Sumatera Utara
mengalami kenaikan. Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah ini merupakan
akibat perkembangan pajak daerah dan
retribusi daerah secara pesat.

Untuk pertumbuhan ekonomi yang
diproxikan dengan PDRB harga Konstan
rata — rata pertumbuhan ekonomi sebesar
7.78 Milyar Rupiah dengan jumlah
pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 2.63
Milyar Rupiah dan tertinggi sebesar 7.78
Milyar Rupiah dengan standar deviasi 1.077
dari rata — rata. Dengan melihat angka laju
pertumbuhan PDRB pada suatu daerah maka
dapat memberikan  suatu  gambaran
bagaimana pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi yang telah dicapai oleh daerah
tersebut.

Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Gambar 1 : Grafik Normalitas
Data

Berdasarkan pada Gambar 1 tersebut
Gozali (2005) menyatakan jika distribusi
data adalah normal, maka terdapat titik titik
yang menyebar disekitar garis diagonal dan
penyebarannya mengikuti arah  garis
diagonalnya. Hasil grafik tersebut terlihat
bahwa titik titik yang menyebar disekitar
garis diagonalnya maka dapat dinyatakan
bahwa data berdistribusi normal.
Uji Statistik

Tabel 4.2

Hasil Pengujian One Sample
Kolmogorov Smirnov Test



Unstandar
dized
Residual

N 51
Normal Mean .0000000
Parameters® Std. Deviation | .91190970
Most Extreme Absolute 141
Differences Positive 058
Negative -.141
Kolmogorov-Smirnov Z 1.006
Asymp. Sig. (2-tailed) .263

a. Test distribution is Normal.
Sumber : Lampiran 2. Hasil Output SPSS 16.
Dari hasil pengujian terlihat pada

Tabel 5.3 tersebut terlihat besarnya nilai
Kolmogorov- Smirnov adalah 1.006 dan
signifikansinya pada 0.263 dan nilainya jauh
diatas o = 0.05. Suatu model dikatakan
berdistribusi normal, jika nilai signifikan
dari Kolmogorov- Smirnov lebih besar dari
0,05. Oleh karena itu model ini dikatakan
berdistribusi normal.
Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
(Constant)
Belj_Modal_X1 495 2.021
PAD X2 495 2.021

Dependent Variabel : PDRB_Y
Sumber : Lampiran 2 Hasil Output SPSS 16.

Dari Tabel 4 diatas, terlihat bahwa variabel
independen vyaitu Belanja Modal dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai
angka Variance Inflation Factor (VIF)
dibawah angka 10 (Ghozali, 2005 : 93). Hal
ini berarti bahwa regresi yang dipakai untuk
ke 2 (dua) variabel independent diatas tidak
terdapat persoalan multikolinieritas.
Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4

Coefficients®

Std.
B Error [Beta
1 (Const |- -
ant) 811 343 2.364 026
Belj_M
odal_X|.001 |.006 .046 .160 |(.874
1
PAD_ |- -
X2 004 .004 -.318 1.104 279

Standardi
Unstandardi |zed
zed Coefficien

Model Coefficients |ts t Sig.

a. Dependent Variable: Ln_Res
Jika koefesien parameter beta dari

persamaan regresi tersebut signifikan secara
statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam
data model empiris yang diestimasi terdapat
heteroskedastisitas dan sebaliknya jika
parameter beta tidak signifikan secara
statistik, maka asumsi Homoskesdatisitas
pada data model tersebut tidak dapat ditolak.
Hasil yang terlihat pada Tabel 5
menunjukkan koefesien parameter untuk
variabel independent tidak ada yang
signifikan (Belanja Modal dengan tingkat
signifikansi 0.874 dan PAD dengan tingkat
signifikansi 0.279). Maka dapat disimpulkan
model regresi tidak terdapat
heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Mod R
el R |Square Durbin-Watson
1 | .533% .284 1.567

a. Predictors: (Constant), PAD_X2, Belj_Modal_X1

b. Dependent Variable: PDRB_Y
Sumber : Hasil Olah Data SPSS.

Hasil uji autokorelasi di atas
menunjukkan nilai statistik Durbin-Watson
(D-W) sebesar 1,567, maka disimpulkan
bahwa tidak terjadi autokorelasi baik
positif maupun negatif (masih dalam
Kisaran angka D-W -2 dan +2).

Hasil Analisis
Tabel 4.6
Pengujian Kelayakan Model




Mod R Adjusted R | Std. Error of the
el R Square | Square Estimate
1 .533% .284 .254 .93071

a. Predictors: (Constant), PAD_X2, Belj_Modal_X1
b.b. Dependent Variable: PDRB_Y
Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Nilai Adjusted R Square pada
Tabel 7 diatas sebesar 0,254. Hal ini
menunjukkan bahwa 25,4 % variabel
Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh
variabel independen yang ada yaitu Belanja
Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sedangkan  sisanya  sebesar  74,6%
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dijelaskan oleh model penelitian ini. Untuk
melihat tingkat kepercayaan hasil uji
hipotesis,  selanjutnya  dilakukan  uiji
signifikan. Uji signifikan dibedakan atas uji
signifikan simultan (uji F) dan uji signifikan
parsial (uji t) dengan taraf signifikan a =
5%.

(PAD) tidak berpengaruh secara simultan
dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera
ditolak (Ho ditolak sedangkan H; diterima).
Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel 4.8
Uji t
Standardiz
ed
Unstandardized | Coefficient
Model Coefficients s
Std.
B Error Beta t Sig.
1 (Constant)| 4817 246 19.600| .000
F‘ijl—'\"c’da 002| 004 o091| 526| 601
PAD_X2 .008 .003 464 2.671 .010

Tabel 4.7
Hasil Regresi Uji F
ANOVAP
Sum of Mean
Model Squares df Square F Sig.
1 iﬁgress 16.468| 2|  8.234| 9.505| .000°
Fes'd“a a1579| 48| 866
Total 58.047 50

a.

Predictors: (Constant), PAD_X2,

Belj_Modal_X1

b.

Dependent Variable: PDRB_Y

Dari Tabel 8 diperoleh nilai Fhitung
sebesar 9,505 sedangkan Fper pada tingkat
kepercayaan 95% (o = 0,05) adalah 6,07.
Hal ini berarti bahwa nilai Fhiung>Ftabel
(9,505>6,07). Hal ini memberikan arti
bahwa variabel Belanja Modal dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh
secara simultan dan parsial terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah di
Kabupaten/Kota di Sumatera. Dengan
demikian hipotesis yang menyatakan bahwa
Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah

a. Dependent Variable: PDRB_Y

Sumber : Hasil Olah Data SPSS.

Dari Tabel 9 diatas dapat disusun persamaan

regresi berganda berikut :

Y =4,817 + 0,002X; + 0,008X; + e
Model persamaan regresi berganda
tersebut bermakna :

1. Nilai konstanta sebesar 4.817 artinya
apabila nilai variabel Belanja Modal dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai
nol, maka Pertumbuhan Ekonomi akan
naik sebesar 4.817 satuan.

2. Variabel Belanja Modal berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi
dengan nilai koefisien berpengaruh
sebesar 0.002, artinya setiap
pertambahan 1 satuan Belanja Modal
maka akan menaikkan Pertumbuhan
Ekonomi sebesar 0.002 satuan.

3. Variabel Pendapatan Asli  Daerah
berpengaruh positif terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai

koefisien berpengaruh sebesar 0.008,
artinya setiap pertambahan 1 satuan
variabel PAD akan  menaikkan
Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.008
satuan.
Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa
variabel independen Belanja Modal/X;



(0,526<2,000) tidak berpengaruh signifikan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah di
Sumatera Utara dimana nilai thiung < trapel.
Dengan demikian menolak H1 dan menerima
H,. Sedangkan variabel Pendapatan Asli
Daerah  (Xz) dengan arah  positif
(2,671>2,000)  berpengaruh  signifikan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah di
Sumatera Utara dengan nilai thiwng > tiabel-
Pembahasan

Hipotesis dalam penelitian ini adalah
Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berpengaruh secara simultan dan
parsial terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
dapat diterima.

Dalam model pembangunan tentang
perkembangan pengeluaran pemerintah yang
dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave
(Mangkoesoebroto, 1999) bahwa pada tahap
awal perkembangan ekonomi, persentase
investasi pemerintah terhadap total investasi
sangat besar. Hal ini disebabkan pada tahap
ini  pemerintah  harus  menyediakan
prasarana. Peranan pemerintah tetap besar
pada tahap menengah oleh karena peranan
swasta yang semakin besar ini banyak
menimbulkan kegagalan pasar.

Investasi pemerintah daerah dalam
hal ini dinyatakan dalam belanja modal yang
dapat berpengaruh terhadap peningkatan
PAD. Dana tersebut digunakan untuk
memberdayakan berbagai sumber ekonomi
untuk  mendorong  pemerataan  dan
peningkatan pendapatan perkapita. Dana
pembangunan juga merupakan salah satu
input produksi yang dapat menghasilkan
output.

Pemerintah  daerah di  dalam
membiayai belanja daerahnya, selain dengan
menggunakan transfer dari pemerintah
pusat, mereka juga menggunakan sumber
dananya sendiri yaitu PAD. Menurut UU
No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan
daerah yang bersumber dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan  kekayaan  daerah  yang
dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah yang bertujuan untuk
memberikan keleluasaan. Pemerintah daerah
di dalam membiayai belanja daerahnya,
selain dengan menggunakan transfer dari
pemerintah pusat, mereka juga
menggunakan sumber dananya sendiri yaitu
PAD.

Menurut UU No0.33 Tahun 2004,
PAD adalah pendapatan daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.
Pendapatan Asli Daerah yang sah yang
bertujuan untuk memberikan keleluasaan
Transfer yang diberikan kepada pemerintah
daerah memiliki kaitan yang erat dengan
pertumbuhan perekonomian. Transfer dapat
meningkatkan ~ belanja  daerah  yang
kemudian akan meningkatkan pertumbuhan
perekonomian.

Variabel Belanja Modal dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh
secara simultan dan parsial terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah di
Kabupaten/Kota di  Sumatera, dengan
demikian hipotesis yang dukemukan dimuka
diterima. Gambaran ini mengemukakan
bahwa belanja modal dan PAD dapat
meningkatkan ~ pertumbuhan  ekonomi
daerah. Temuan ini juga sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Rahmansyah
(2004) Bahwa pengeluaran pemerintah
berupa pengeluaran pembangunan maupun
pengeluaran rutin memberikan pengaruh
positif dan signifikan secara ststistik
terhadap pertumbuhan ekonomi. Brata
(2004) yang menyatakan bahwa PAD
berpengaruh positif dengan pertumbuhan
ekonomi di daerah, penelitian Adi (2006)
Belanja Pembangunan/modal mempunyai
dampak yang positif dan signifikan terhadap
PAD maupun pertumbuhan ekonomi,
Simanjuntak  (2007) PAD dan Dau
berpengaruh positip dan signifikan terhadap



pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan
Batu dan penelitian Saragih  (2006)
menyatakan Bahwa Pendapatan Asli Daerah,
Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum
mempunyai pengaruh positip dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Simalungun.

V. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data dan
uji hipotesis penelitian serta pembahasan
hasil penelitian, maka dapat disimpulkan
hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) berpengaruh secara
simultan terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera
Utara. Hasil penelitian ini memperkuat
penelitian Adi (2006) Bahwa
pertumbuhan Ekonomi daerah
mempunyai dampak yang signifikan
terhadap peningkatan PAD. Belanja
Pembangunan mempunyai dampak yang
positif dan signifikan terhadap PAD
maupun pertumbuhan ekonomi.

b. Secara parsial variabel Pendapatan Asli
Daerah (PAD) berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
Sedangkan variabel Belanja Modal tidak
berpengaruh dengan tingkat alpha 5 %
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
Hasil tersebut konsisten dengan hasil
penelitian Brata (2004), Simanjuntak
(2007) Adi (2006) dan Saragih (2006).

Peneliti menyadari bahwa masih
terdapat beberapa kelemahan yang ada
dalam penelitian ini yaitu :

a. Periode pengamatan yang relatif pendek
(3 tahun), yaitu periode 2004 sampai
dengan 2006 sehingga diperoleh sampel
dalam jumlah yang relatif kecil.

b. Populasi penelitian ini hanya difokuskan
pada Pemerintah Kabupaten/Kota pada

Provinsi Sumatera Utara, sehingga
hasilnya tidak dapat digeneraliasi secara
umum misalnya mengambil sampel
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

c. Pertumbuhan  ekonomi  diproksikan
hanya dengan PDRB harga dasar
Konstan sehingga tidak diketahui
pengaruh inflasi dan perkembangan
harga.

Saran

Terkait  temuan  analisis  dan
keterbatasan penelitian di atas, dapatlah
dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini  hanya terbatas pada daerah
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
sehingga generalisasi hasil temuan dan
rekomendasi penelitian ini kurang dapat
diberlakukan secara general. Diharapkan
penelitian mendatang dapat memperluas
atau menambah sampel penelitian seperti
sampel daerah di luar pulau Jawa dan
Bali atau seluruh Indonesia dengan
periode pengamatan yang lebih panjang.

2. Dalam penelitian ini tidak memberikan
secara rinci alokasi penggunaan Belanja
Modal manakah yang memberikan
kontribusi yang besar terhadap PDRB.
Oleh karena itu perlu dilakukan analisis
sektoral untuk memastikan sektor
belanja manakah yang meningkatkan
penerimaan  terbesar dan  yang
sebaliknya.

3. Penelitian hanya dilakukan pada era
desentralisasi fiskal yaitu data tahun
2004 — 2006, sehingga belum tentu
memberikan gambaran yang lebih
komperhensif terkait dengan
pertumbuhan perekonomian. Penelitian
dengan menggunakan jangka waktu
yang lebih lama akan memberikan
dampak dari kebijakan desentralisasi
yang lebih nyata.

4. Peneliti berikutnya sebaiknya
menggunakan  variabel lain  yang
dianggap mempengaruhi pertumbuhan



ekonomi suatu daerah misalnya besarnya
transfer pemerintah berupa Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus maupun
Dana Bagi Hasil.
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